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Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna 

laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan 
rransparansi, karni akan torus berupaya unruk dapat menyusuu dan menyajikan Laporan Keuaugan 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITCK yang tcpat waktu dan akurat sehingga terwujud tata 
kelola pemerintahan yang baik (good governance). 

Penyusunan Laporan Keuangan SADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTIK disajikan.sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana 
diamanatkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang 

Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentaug Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah clan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 teotang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomeuklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

' BA DAN KESATIJAN BANGSA DAN POLTTTK adalah salah satu entitas akuntansi dari Pernerintah 
Provinsi Kalimantan Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyarnpaikan laporan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun 

laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan 
Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 
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Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan 
isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan dan Catatan atas Laporan 
Kcuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Laporan Keuangan BA DAN KESATUAN BANGSA DAN POLTTTK Provinsi Kalimantan Barat yang 
terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan 
Ekuitas, dan ( e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah 
merupakan tanggung jawab karni. 

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

       Laporan Keuangan BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Provinsi  Kalimantan  Barat  Tahun

Anggaran 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  dan  berdasarkan  kaidah-kaidah  pengelolaan  keuangan  di  lingkungan

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat. :

Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan  Realisasi  Anggaran  menggambarkan  perbandingan  antara  anggaran  dengan  realisasinya,  yang

mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember

2021.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00

atau  mencapai  0,00%  dan  Realisasi  Belanja  Daerah  pada  Tahun  Anggaran  2021  adalah  sebesar  Rp.

12.888.904.653,00 atau mencapai 95,75% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 13.461.691.345,00

II. Laporan Operasional

Laporan  Operasional  menyajikan  berbagai  unsur  pendapatan-LO,  beban,  surplus/defisit  dari  operasi,

surplus/defisit  dari  kegiatan  nonoperasional,  dan  surplus/defisit-LO,  yang  diperlukan  untuk  penyajian  yang

wajar.

Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 terdiri dari Pendapatan-LO

sebesar 0,00, beban sebesar 13.104.579.444,63 sehingga terdapat Surplus/Defisit Kegiatan Operasional sebesar

-13.104.579.444,63.

III. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 7.102.940.166,45 yang terdiri dari: Aset

Lancar  sebesar  Rp.  6.803.396,45  Aset  Tetap  sebesar  Rp.  6.938.209.066,00  Aset  Lainnya  sebesar  Rp.

157.927.704,00.

Nilai Kewajiban sebesar Rp. 8.719.316,00 dan Nilai Ekuitas sebesar Rp. 7.094.220.850,45, sehingga jumlah

kewajiban dan ekuitas adalah sebesar Rp. 7.102.940.166,45

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan  Perubahan  Ekuitas  menyajikan  informasi  kenaikan  atau  penurunan  ekuitas  tahun  pelaporan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas  per  1  Januari  2021  adalah  sebesar  Rp.  -55.514.974.311,92  ditambah  Defisit-LO  sebesar  Rp.

-13.104.579.444,63 kemudian ditambah/dikurangi dengan Lain-lain sebesar Rp. 0,00 sehingga Ekuitas Akhir

entitas BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2021

adalah sebesar Rp. -68.619.553.756,55.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan  atas  Laporan  Keuangan  (CaLK)  menyajikan  informasi  tentang  penjelasan  atau  daftar  terinci  atau

analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,

dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan

dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan

untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan

Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

URAIAN ANGGARAN 2021 REALISASI 2021 %
REALISASI

2020

PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00

  PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00

     Pendapatan Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

     Pendapatan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

     Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

0,00 0,00 0,00 0,00

     Lain-lain PAD yang sah 0,00 0,00 0,00 0,00

      Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

  PENDAPATAN TRANSFER 0,00 0,00 0,00 0,00

     PENDAPATAN TRANSFER
PEMERINTAH PUSAT-DANA
PERIMBANGAN

0,00 0,00 0,00 0,00

     Dana Bagi Hasil 0,00 0,00 0,00 0,00

     Dana Alokasi Umum 0,00 0,00 0,00 0,00

     Dana Alokasi Khusus-Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00

     Dana Alokasi Khusus- Non Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00

      Jumlah Pendapatan Transfer Dana
Perimbangan

0,00 0,00 0,00 0,00

  PENDAPATAN TRANSFER
PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA

0,00 0,00 0,00 0,00

     Dana Insentif Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

     Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00

     Dana Istimewa 0,00 0,00 0,00 0,00

     Dana Desa 0,00 0,00 0,00 0,00

      Jumlah Pendapatan Transfer
Lainnya

0,00 0,00 0,00 0,00

  PENDAPATAN TRANSFER ANTAR
DAERAH

0,00 0,00 0,00 0,00

     Bantuan Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00

      Jumlah Pendapatan Transfer Antar
Daerah

0,00 0,00 0,00 0,00

      Total Pendapatan Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00

  LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG
SAH

0,00 0,00 0,00 0,00

     Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00

     Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00

     Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00

      Jumlah Pendapatan Lain-Lain yang
Sah

0,00 0,00 0,00 0,00

      JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00



URAIAN ANGGARAN 2021 REALISASI 2021 %
REALISASI

2020

BELANJA 13.461.691.345,00 12.888.904.653,00 95,75 0,00

  BELANJA OPERASI 13.461.691.345,00 12.888.904.653,00 95,75 0,00

     Belanja Pegawai 6.325.475.668,00 5.804.372.648,00 91,76 0,00

     Belanja Barang 3.735.533.677,00 3.683.850.005,00 98,62 0,00

     Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00

     Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00

     Hibah 3.400.682.000,00 3.400.682.000,00 100,00 0,00

     Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00

      Jumlah Belanja Operasi 13.461.691.345,00 12.888.904.653,00 95,75 0,00

  BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00

     Belanja Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00

     Belanja Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00

     Belanja Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00

     Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan 0,00 0,00 0,00 0,00

     Belanja Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00

     Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00

      Jumlah Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00

  BELANJA TAK TERDUGA 0,00 0,00 0,00 0,00

     Belanja Tak Terduga 0,00 0,00 0,00 0,00

      Jumlah Belanja Tak Terduga 0,00 0,00 0,00 0,00

BELANJA TRANSFER 0,00 0,00 0,00 0,00

  Bagi Hasil Pajak Daerah kepada
Pemerintahan Kabupaten/Kota dan
Desa

0,00 0,00 0,00 0,00

     Belanja Bantuan Keuangan antar
Daerah Provinsi

0,00 0,00 0,00 0,00

     Belanja Bantuan Keuangan Daerah
Provinsi ke Kabupaten/Kota

0,00 0,00 0,00 0,00

     Belanja Bantuan Keuangan Daerah
Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada
Desa

0,00 0,00 0,00 0,00

      Jumlah Belanja Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00

      JUMLAH BELANJA 13.461.691.345,00 12.888.904.653,00 95,75 0,00

      SURPLUS/DEFISIT (13.461.691.345,00) (12.888.904.653,00) (95,75) 0,00

PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00 0,00

  PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00 0,00

     Penggunaan SILPA 0,00 0,00 0,00 0,00

     Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00

     Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

0,00 0,00 0,00 0,00

     Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah
Pusat

0,00 0,00 0,00 0,00

     Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah
Daerah Lainnya

0,00 0,00 0,00 0,00

     Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga
Keuangan Bank

0,00 0,00 0,00 0,00

     Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga
Keuangan Bukan Bank

0,00 0,00 0,00 0,00

     Pinjaman Dalam Negeri - Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00





II. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

URAIAN
31 DESEMBER

2021
31 DESEMBER

2020
Kenaikan

(Penurunan)
%

KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

Pendapatan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan

0,00 0,00 0,00 0,00

Lain-lain PAD yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

PENDAPATAN TRANSFER

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil 0,00 0,00 0,00 0,00

Dana Alokasi Umum 0,00 0,00 0,00 0,00

Dana Alokasi Khusus-Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00

Dana Alokasi Khusus-non Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Pendapatan Transfer Dana
Perimbangan

0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA

Dana Insentif Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00

Dana Keistimewaan 0,00 0,00 0,00 0,00

Dana Desa 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Pendapatan Pemerintah Pusat
Transfer - Lainnya

0,00 0,00 0,00 0,00

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH

Bantuan Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Pendapatan Transfer Antar
Daerah

0,00 0,00 0,00 0,00

Total Pendapatan Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00

Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00

Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00

BEBAN

BEBAN OPERASI

Beban Pegawai 5.804.372.648,00 7.143.791.066,00 (1.339.418.418,00) -18,75



URAIAN
31 DESEMBER

2021
31 DESEMBER

2020
Kenaikan

(Penurunan)
%

Beban Barang dan Jasa 3.683.610.113,63 2.878.357.062,53 805.253.051,10 27,98

Beban Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00

Beban Subsisdi 0,00 0,00 0,00 0,00

Beban Hibah 3.400.682.000,00 0,00 3.400.682.000,00 0,00

Beban Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Beban Operasi 12.888.664.761,63 10.022.148.128,53 2.866.516.633,10 28,60

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 38.261.621,00 50.634.877,00 (12.373.256,00) -24,44

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 173.452.445,00 173.452.445,00 0,00 0,00

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan
Jaringan

4.200.617,00 4.200.618,00 (1,00) -0,00

Beban Penyusutan Aset tetap lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00

Beban Penyusutan Aset lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00 0,00 0,00

Beban Penyisihan Piutang 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Beban Penyusutan Dan
Amortisasi

215.914.683,00 228.287.940,00 (12.373.257,00) -5,42

BEBAN TRANSFER

Beban Bagi Hasil 0,00 0,00 0,00 0,00

Beban Bantuan Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Beban Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00

BEBAN TAK TERDUGA

Beban Tak Terduga 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Beban Tak Terduga 0,00 0,00 0,00 0,00

JUMLAH BEBAN 13.104.579.444,63 10.250.436.068,53 2.854.143.376,10 27,84

SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI (13.104.579.444,63) (10.250.436.068,53) (2.854.143.376,10) 127,84

SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS NON OPERASIONAL

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan
Aset Non Lancar

0,00 0,00 0,00 0,00

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka
Panjang

0,00 0,00 0,00 0,00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya

0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Surplus Non Operasional 0,00 0,00 0,00 0,00

DEFISIT NON OPERASIONAL

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan
Aset Non Lancar

0,00 0,00 0,00 0,00

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka
Panjang

0,00 0,00 0,00 0,00

Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya

0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Defisit Non Operasional 0,00 0,00 0,00 0,00

JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI
KEGIATAN NON OPERASIONAL

0,00 0,00 0,00 0,00

SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS
LUAR BIASA

(13.104.579.444,63) (10.250.436.068,53) (2.854.143.376,10) 127,84

POS LUAR BIASA





III. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NERACA

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

NO URAIAN
31 DESEMBER

2021
31 DESEMBER

2020

1 ASET 7.102.940.166,45 7.317.512.296,08

2         ASET LANCAR 6.803.396,45 5.460.843,08

3                Kas dan Setara Kas 0,00 0,00

4                      Kas di Kas Daerah 0,00 0,00

5                      Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00

6                      Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00

7                      Kas di BLUD 0,00 0,00

8                      Kas Dana BOS 0,00 0,00

9                      Kas Dana Kapitasi pada FKTP 0,00 0,00

10                      Kas Lainnya 0,00 0,00

11                      Setara Kas 0,00 0,00

12                Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00

13                Piutang Pendapatan 0,00 0,00

14                      Piutang Pajak Daerah 0,00 0,00

15                      Piutang Retribusi Daerah 0,00 0,00

16                      Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

0,00 0,00

17                      Piutang Lain-lain PAD yang Sah 0,00 0,00

18                      Piutang Transfer Pemerintah Pusat 0,00 0,00

19                      Piutang Transfer Antar Daerah 0,00 0,00

20                Piutang Lainnya 0,00 0,00

21                Penyisihan Piutang 0,00 0,00

22                Beban Jasa Dibayar Dimuka 3.263.896,45 3.283.843,08

23                Persediaan 3.539.500,00 2.177.000,00

24         INVESTASI JANGKA PANJANG 0,00 0,00

25                Investasi Non Permanen 0,00 0,00

26                      Investasi kepada BUMN 0,00 0,00

27                      Investasi pada BUMD 0,00 0,00

28                      Investasi dalam Obligasi 0,00 0,00

29                      Investasi dalam Proyek Pembangunan 0,00 0,00

30                      Dana Bergulir 0,00 0,00

31                Investasi Permanen 0,00 0,00

32                      Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 0,00 0,00

33                      Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00

34

35

36         ASET TETAP 6.938.209.066,00 7.154.123.749,00

37                      Tanah 0,00 0,00







BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Keuangan

       Laporan keuangan BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Provinsi Kalimantan Barat disusun

berdasarkan  standar  akuntansi  pemerintah  mencakup  komponen-komponen  pokok  yaitu  Laporan  Realisasi

Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

       Penyusunan laporan keuangan pada intinya bertujuan untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai

posisi  keuangan dan seluruh transaksi  yang dilakukan oleh  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) selama

periode tertentu. Laporan Keuangan SKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan

belanja  dengan anggaran yang telah  ditetapkan,  menilai  kondisi  keuangan,  menilai  efektivitas  dan efisiensi,

membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan dan bermanfaat bagi para pengguna

anggaran dalam membuat dan mengevaluasi kebijakan mengenai alokasi sumber daya dan keputusan ekonomi,

sosial,  maupun politik serta merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau

barang pada tingkat satuan kerja.

       Laporan Keuangan BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Provinsi Kalimantan Barat Tahun

2021 ini telah disusun serta disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi  Pemerintah (SAP) dan Permendagri  Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan dilingkungan Pemerintahan Provinsi

Kalimantan Barat.

1.2 Landasan Hukum penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan keuangan SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Provinsi Kalimantan Barat Tahun

2021 ini diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara

lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan

Barat,  Kalimantan  Selatan  dan  Kalimantan  Timur  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1956

Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  66,  Tambahan  Lembaran  Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  Dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah(Lembaran  Negara  Republik

Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2006  Nomor  25,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor  123,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor

5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis  Akrual  Pada  Pemerintah  Daerah,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam

Negeri  Nomor  90  Tahun  2019  tentang  Klasifikasi,  Kodefikasi,  Dan  Nomenklatur  Perencanaan

Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

14. Peraturan  Gubernur  Nomor  208  Tahun  2021  tentang  Kebijakan  Akuntansi  (Lembaran  Daerah  Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 208).

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

       Setiap Pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca mempunyai referensi silang dengan informasi

terkait  dalam Catatan  atas  Laporan  Keuangan.  Dalam realisasinya  mengacu  pada  kebijakan  akuntansi  yang

mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah dan penggunaan sumber daya ekonomis yang

dipercayakan,  dengan  pengungkapan-pengungkapan  dan  informasi  tambahan  lainnya  yang  diharapkan

mempermudah  para  pengguna  untuk  memahami  penjelasan  pos-pos  laporan  keuangan  SKPD  BADAN

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Provinsi Kalimantan Barat.

Karena  itu  penyusunan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan  (CaLK)  BADAN  KESATUAN  BANGSA  DAN

POLITIK Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2021, terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target.

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan.

3.1 Rincian dan penjelasan masing - masing pos-pos pelaporan keuangan.

3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran

3.1.2. Laporan Operasional

3.1.3. Neraca

3.1.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

Bab V Penutup.



BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAH

DAERAH

ANGGARAN

PERUBAHAN
REALISASI

BERLEBIH/

(BERKURANG)

(Rp.)

%

8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN

BANGSA DAN

POLITIK

8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN

BANGSA DAN

POLITIK

BELANJA BADAN

KESATUAN

BANGSA DAN

POLITIK

13.461.691.345,00 12.888.904.653,00 (572.786.692,00) 95.74

BELANJA OPERASI 13.461.691.345,00 12.888.904.653,00 (572.786.692,00) 95.74

BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 100

8.01.01 PROGRAM

PENUNJANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH PROVINSI

7.362.787.923,00 6.819.571.127,00 (543.216.796,00) 92.62

8.01.02 PROGRAM

PENGUATAN

IDEOLOGI

PANCASILA DAN

KARAKTER

KEBANGSAAN

399.944.325,00 399.763.221,00 (181.104,00) 99.95

8.01.03 PROGRAM

PENINGKATAN

PERAN PARTAI

POLITIK DAN

LEMBAGA

PENDIDIKAN

MELALUI

PENDIDIKAN

POLITIK DAN

PENGEMBANGAN

ETIKA SERTA

BUDAYA POLITIK

4.028.577.637,00 4.027.269.707,00 (1.307.930,00) 99.96

8.01.04 PROGRAM

PEMBERDAYAAN

DAN PENGAWASAN

ORGANISASI

KEMASYARAKATAN

351.367.960,00 350.723.994,00 (643.966,00) 99.81

8.01.05 PROGRAM

PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN

408.196.415,00 407.552.449,00 (643.966,00) 99.84



KETAHANAN

EKONOMI, SOSIAL,

DAN BUDAYA

8.01.06 PROGRAM

PENINGKATAN

KEWASPADAAN

NASIONAL DAN

PENINGKATAN

KUALITAS DAN

FASILITASI

PENANGANAN

KONFLIK SOSIAL

910.817.085,00 884.024.155,00 (26.792.930,00) 97.05

2.1.Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target

Adapun Hambatan dan Kendala yang ada pada program-program kegiatan BADAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian target kurang dari 75%, dapat

dijelaskan sebagai berikut :

No
PROGRAM

KEGIATAN

ANGGARAN

PERUBAHAN
REALISASI %

HAMBATAN DAN KENDALA DALAM

PENCAPAIAN TARGET KURANG

DARI 75%

1 Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

527.948,00 0,00 0,00 Tidak ada Pengiriman Surat Melalui Jasa

Pengiriman Paket keluar daerah

Edit Refresh



BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD.

3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran

Reff Uraian
Anggaran 2021 Realisasi 2021

Lebih /

(Kurang) %
Realisasi 2020

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

5 BELANJA DAERAH 13.461.691.345,00 12.888.904.653,00 (572.786.692,00) 95,75 12.888.904.653,00

Belanja  pada  BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Tahun Anggaran 2021 memiliki  anggaran

belanja  sebesar  Rp.13.461.691.345,00  dan  realisasi  belanja  sebesar  Rp.12.888.904.653,00.  Apabila

dibandingkan dengan realisasi  belanja  Tahun Anggaran 2020 yang tercatat  sebesar  Rp.  12.888.904.653,00

terjadi tidak terjadi perubahan sebesar Rp. 0,00 dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

5.1 BELANJA

OPERASI
13.461.691.345,00 12.888.904.653,00 (572.786.692,00) 95,75 12.888.904.653,00

5.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1 BELANJA OPERASI 13.461.691.345,00 12.888.904.653,00 (572.786.692,00) 95,75 0,00

5.1.01 Belanja Pegawai 6.325.475.668,00 5.804.372.648,00 (521.103.020,00) 91,76 0,00

5.1.02 Belanja Barang

dan Jasa
3.735.533.677,00 3.683.850.005,00 (51.683.672,00) 98,62 0,00

5.1.05 Belanja Hibah 3.400.682.000,00 3.400.682.000,00 0,00 100,00 0,00

5.1.01 Belanja Pegawai 6.325.475.668,00 5.804.372.648,00 (521.103.020,00) 91,76 0,00

Belanja  Pegawai  pada  BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Tahun  Anggaran  2021  memiliki

anggaran belanja sebesar Rp. 6.325.475.668,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 5.804.372.648,00. Apabila

dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp.0,00 terjadi kenaikan

sebesar Rp. 5.804.372.648,00. Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

5.1.01.01 Belanja Gaji

dan Tunjangan ASN
3.284.054.862,00 3.006.542.648,00 (277.512.214,00) 91,55 0,00

5.1.01.02 Belanja

Tambahan Penghasilan

ASN

2.825.440.806,00 2.582.100.000,00 (243.340.806,00) 91,39 0,00

5.1.01.03 Tambahan

Penghasilan berdasarkan

Pertimbangan Objektif

Lainnya ASN

215.980.000,00 215.730.000,00 (250.000,00) 99,88 0,00

5.1.02
Belanja Barang dan

Jasa
3.735.533.677,00 3.683.850.005,00 (51.683.672,00) 98,62 0,00



Belanja  Barang  dan  Jasa  pada  BADAN  KESATUAN  BANGSA  DAN  POLITIK  Tahun  Anggaran  2021

memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 3.735.533.677,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.683.850.005,00.

Apabila dibandingkan dengan realisasi  belanja Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp.0,00 terjadi

kenaikan  sebesar  Rp.  3.683.850.005,00.  Rincian  Belanja  Barang  dan  Jasa  Tahun  Anggaran  2021  sebagai

berikut:

5.1.02.01 Belanja

Barang
1.615.280.278,00 1.584.957.123,00 (30.323.155,00) 98,12 0,00

5.1.02.02 Belanja Jasa 1.610.150.254,00 1.589.019.596,00 (21.130.658,00) 98,69 0,00

5.1.02.03 Belanja

Pemeliharaan
76.476.800,00 76.426.800,00 (50.000,00) 99,93 0,00

5.1.02.04 Belanja

Perjalanan Dinas
316.276.345,00 316.096.486,00 (179.859,00) 99,94 0,00

5.1.02.05 Belanja

Barang dan/atau Jasa

untuk

Diserahkan/Dijual/

Diberikan

kepadaMasyarakat/Pihak

Ketiga

117.350.000,00 117.350.000,00 0,00 100,00 0,00

5.1.05 Belanja Hibah 3.400.682.000,00 3.400.682.000,00 0,00 100,00 0,00

Belanja  Hibah  pada  BADAN  KESATUAN  BANGSA  DAN  POLITIK  Tahun  Anggaran  2021  memiliki

anggaran belanja sebesar Rp. 3.400.682.000,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.400.682.000,00. Apabila

dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp.0,00 terjadi kenaikan

sebesar Rp. 3.400.682.000,00. Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

5.1.05.05 Belanja Hibah

kepada Badan,

Lembaga, Organisasi

Kemasyarakatan yang

Berbadan Hukum

Indonesia

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 0,00

5.1.05.07 Belanja Hibah

Bantuan Keuangan

kepadaPartai Politik

3.200.682.000,00 3.200.682.000,00 0,00 100,00 0,00

5.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.02 Belanja Modal

Peralatan dan Mesin
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



5.2.02
Belanja Modal

Peralatan dan Mesin
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Tahun Anggaran

2021 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 0,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 0,00. Apabila dibandingkan

dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp.0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 0,00.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

5.2.02.06 Belanja Modal

Alat Studio,

Komunikasi,

danPemancar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.02.10 Belanja Modal

Komputer
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD.

3.1.2. Laporan Operasional

Reff Uraian

Realisasi - LO

2021

Realisasi - LO

2020

Kenaikan /

(Penurunan) %

Realisasi - LRA

2021

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

8 BEBAN DAERAH 13.104.579.444,63 10.250.436.068,53 2.854.143.376,10 127,84 12.888.904.653,00

8.1 BEBAN

OPERASI
12.888.664.761,63 10.022.148.128,53 2.866.516.633,10 128,60 12.888.904.653,00

8.2 Beban

Penyusutan dan

Amortisasi

215.914.683,00 228.287.940,00 (12.373.257,00) 94,58 0,00

8.1 BEBAN OPERASI 12.888.664.761,63 10.022.148.128,53 2.866.516.633,10 128,60 12.888.904.653,00

8.1.01 Beban

Pegawai
5.804.372.648,00 7.143.791.066,00 (1.339.418.418,00) 81,25 5.804.372.648,00

8.1.02 Beban

Barang dan Jasa
3.683.610.113,63 2.878.357.062,53 805.253.051,10 127,98 3.683.850.005,00

8.1.05 Beban Hibah 3.400.682.000,00 0,00 3.400.682.000,00 0,00 0,00

8.1.01 Beban Pegawai 5.804.372.648,00 7.143.791.066,00 (1.339.418.418,00) 81,25 5.804.372.648,00

Beban Pegawai pada BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.

5.804.372.648,00 dan realisasi Beban Pegawai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 7.143.791.066,00 terjadi

penurunan sebesar  Rp.  1.339.418.418,00 atau 81,25%. Jika  Beban Pegawai  pada BADAN KESATUAN

BANGSA  DAN  POLITIK  Tahun  Anggaran  2021  sebesar  Rp.  5.804.372.648,00  dibandingkan  dengan

realisasi Beban Pegawai - LRA sebesar Rp. 5.804.372.648,00 tidak terjadi perbedaan sebesar Rp. 0,00, dapat

dijelaskan sebagai berikut :

- Beban Pegawai -

LRA 2021
5.804.372.648,00

Belanja pegawai

sebagai penambah

kapitalisasi aset

0,00

Utang belanja

pegawai Tahun

Anggaran 2021

0,00

Utang belanja

pegawai Tahun

Anggaran 2020

0,00

Belanja Modal yang

tidak diakui sebagai

aset tetap

0,00

Edit Refresh

- Beban Pegawai

2021
5.804.372.648,00



8.1.02
Beban Barang dan

Jasa
3.683.610.113,63 2.878.357.062,53 805.253.051,10 127,98 3.683.850.005,00

Beban  Barang  dan  Jasa  pada  BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Tahun  Anggaran  2021

sebesar  Rp.3.683.610.113,63  dan  realisasi  Beban  Barang  dan  Jasa  Tahun  Anggaran  2020  sebesar

Rp.2.878.357.062,53 terjadi kenaikan sebesar Rp. 805.253.051,10 atau 127,98%. Jika Beban Barang dan

Jasa  pada  BADAN  KESATUAN  BANGSA  DAN  POLITIK  Tahun  Anggaran  2021  sebesar

Rp.3.683.610.113,63  dibandingkan  dengan  realisasi  Belanja  Barang  dan  Jasa  -  LRA  sebesar  Rp.

3.683.850.005,00 terjadi perbedaan sebesar Rp. -239.891,37, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1     Beban Barang 1.700.944.623,00 1.523.451.500,00 177.493.123,00 89,57 1.702.307.123,00

2     Beban Jasa 1.590.142.204,63 880.348.131,53 709.794.073,10 55,36 1.589.019.596,00

3     Beban

Pemeliharaan
76.426.800,00 153.792.000,00 (77.365.200,00) 201,23 76.426.800,00

4     Beban

Perjalanan Dinas
316.096.486,00 320.765.431,00 (4.668.945,00) 101,48 316.096.486,00

1     Beban Barang 1.700.944.623,00 1.523.451.500,00 177.493.123,00 89,57 1.702.307.123,00

Jika Beban Barang pada BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Tahun Anggaran 2021 sebesar

Rp.1.700.944.623,00  dibandingkan dengan  realisasi  Beban Barang -  LRA sebesar  Rp.  1.702.307.123,00

terjadi perbedaan sebesar Rp. -1.362.500,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Beban Barang -

LRA 2021
1.702.307.123,00

a. Persediaan Tahun

Anggaran 2021

-3.539.500,00

b. Persediaan Tahun

Anggaran 2020

2.177.000,00

c. Belanja Modal yang

tidak diakui sebagai

aset tetap

0,00

Edit Refresh

d. Belanja Persediaan

yag menjadi Aset

0,00

Edit Refresh

e. Utang Persediaan

(belanja yang

diserahkan) 2021

0,00

f. Utang Persediaan

(belanja yang

diserahkan) 2020

0,00

g. Hibah dari Pihak

Ketiga/Lainya

0,00

Edit Refresh

h. Persediaan dari BTT 0,00

- Beban Barang - LO

2021
1.700.944.623,00

2     Beban Jasa 1.590.142.204,63 880.348.131,53 709.794.073,10 55,36 1.589.019.596,00



Jika  Beban  Jasa  pada  BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Tahun  Anggaran  2021  sebesar

Rp.1.590.142.204,63 dibandingkan dengan realisasi Beban Jasa - LRA sebesar Rp. 1.589.019.596,00 terjadi

perbedaan sebesar Rp. 1.122.608,63, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Beban Jasa - LRA

2021
1.589.019.596,00

a. Beban Jasa dibayar

dimuka Tahun

Anggaran 2020

3.283.843,08

b. Beban Jasa dibayar

dimuka Tahun

Anggaran 2021

-3.263.896,45

c. Utang Barang dan

Jasa 2020

-7.616.654,00

d. Utang Barang dan

Jasa 2021

8.719.316,00

e. Belanja Modal yang

tidak diakui sebagai

aset tetap

0,00

Edit Refresh

f. Belanja Barang dan

Jasa sebagai

penambah

kapitalisasi aset

0,00

Edit Refresh

g. Belanja barang dan

jasa BLUD

0,00

h. Persediaan BLUD

Tahun 2021

0,00

- Beban Jasa - LO

2021
1.590.142.204,63

3     Beban

Pemeliharaan
76.426.800,00 153.792.000,00 (77.365.200,00) 201,23 76.426.800,00

Jika Beban Pemeliharaan pada BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Tahun Anggaran 2021

sebesar  Rp.76.426.800,00  dibandingkan  dengan  realisasi  Beban  Pemeliharaan  -  LRA  sebesar  Rp.

76.426.800,00 tidak terjadi perbedaan sebesar Rp. 0,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Beban

Pemeliharaan -

LRA 2021

76.426.800,00

a. Utang Pemeliharaan

Tahun Anggaran

2021

0,00

b. Utang Pemeliharaan

Tahun Anggaran

2020

0,00

c. Belanja Modal yang

tidak masuk sebagai

kapitalisasi aset

0,00



Edit Refresh

d. Belanja

Pemeliharaan yang

menjadi aset

0,00

Edit Refresh

- Beban

Pemeliharaan - LO

2021

76.426.800,00

4     Beban

Perjalanan Dinas
316.096.486,00 320.765.431,00 (4.668.945,00) 101,48 316.096.486,00

Beban  Perjalanan  Dinas  pada  BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Tahun  Anggaran  2021

sebesar  Rp.316.096.486,00  dibandingkan  dengan  realisasi  Beban  Perjalanan  Dinas  -  LRA  sebesar  Rp.

316.096.486,00 tidak terjadi perbedaan sebesar Rp. 0,00, dapat dijelaskan sebagai beriku :

- Beban Perjalanan

Dinas - LRA 2021
316.096.486,00

a. Belanja Perjalanan

dinas sebagai

penambah

kapitalisasi aset

0,00

Edit Refresh

b. Belanja Modal yang

tidak diakui sebagai

aset tetap

0,00

Edit Refresh

- Beban Perjalanan

Dinas - LO 2021
316.096.486,00

8.1.05 Beban Hibah 3.400.682.000,00 0,00 3.400.682.000,00 0,00

Beban  Hibah  merupakan  beban  pemerintah  dalam  bentuk  uang  kepada  pemerintah,  pemerintah  daerah

lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak

mengikat. Pengakuan beban hibah berdasarkan dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Beban

hibah juga termasuk hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar.



Kas di Beudahara Pengeluaran merupakan kas yang rnenjadi tanggung jawab/dikclola oleb Bendabara 
Pengeluaran dan sampai dengan 31 Desember 2021 belum disetor ke Kas Daerah termasuk di 
dalamnya adalab Kas yang masih terdapat pada Rekening Koran, kas yang berasal dari PPN dan PPH 
yang dipungut tetapi belum disetorkan. 

0,00 0,00 Kas di Bendahara Pcngeluaran 1.1.2 

0,00 2. Uang Titipan 

Edit J Refresh 

Edit J Refresh 

0,00 J. Pcndapatan Yang Bclum Disetor 

Edit 1 Refresh ] 

Kas di Bendahara Pcncrimaan merupakan pendapatan dacrah yang masih berada di tangan Bcndahara 
Pcnerimaan dan sampai dcngan 31Dcscmber2021 bclum disetorkan kc Kas Dacrah. 

0,00 0,00 Kas di Bendahara Penerhnaan 1.1.J 

5.460.843,08 6.803.396,45 Jumlah Asel Lancar 

I. I. 7 Persediaan 

3.283.843,08 

2.177.000,00 

3.263.896,45 

3.539.500,00 

1.1.6 Beban Dibayar Dimuka 

/\set lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan dalam 
wakru 12 (dua bclas) bulan sejak tanggal pelaporan, Rincian dan perbandingan saldo Asel Lancar per 
31 Dcsember 202 I dan per 31 Dcsernbcr 2020 tcrdiri dari : 

terdiri dari : 

J. l Asel Lancar 6.803.396,45 5.460.843,08 

I .3 Aset Tetap 6.938.209.066,00 7.154.123. 749,00 

J .4 Asel Lainnya J 57.927.704,00 157.927.704,00 

Jumlah Asel 7. J 02.940.166,45 7.3 J 7.512.296,08 

l.J ASETLANCAR 6.803.396,45 5.460.843,08 

Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalarn Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 
Nilai Asel Pemerintah Provinsi Kalirnantan Barat per 31 Desember 2021 dan per 3 J Dcscmber 2020 

7 .317 .512.296,08 7 .102.940.166,45 ASET l 

(Rp) (Rp) 
Pcnjclasan Ncraca Reff 

Per 31 Dcscmbcr 2020 Per 31 Dcsember 2021 

3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD. 

3.1.3 Penjelasan atas Neraca 

Komposisi dan Rasio perbandingan Neraca per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 

dapat dilihat sebagai berikut : 

BAB ID PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 













3.5 Revaluasi 

3.4 Reklas 

3.2 Penggapusan 

3.3 Mutasi Antar SK.PD 

3.1 Hibah 

0,00 3 Mutasi Berkurang 

Edit I Refresh 

2.8 Mutasi Nomenklatur 

2.7 Korcksi 

2.6 Revaluasi 

2.5 Reklas 

2.4 Mutasi Amar SK.PD 

2.3 Beban 

0,00 2.1 Realisasi Bclanja Modal 

2.2 Hibah 

l Edit Refresh 

0,00 2 Mutasi Bertambah 

0,00 

0,00 0,00 Aset Tctap Lalnnya 

Asel Tetap Lainnya Per 31 Desernbcr 
2020 

I 77.692.000,00 
5 Asel Tetap Tetap Jalan, Irigasi dan 

Jaringan Per 31 Dcsembcr 2021 

3.9 Mutasi Nomcnklatur 

3.8 Beban 

3.7 Rusak Berat 

3.6 Koreksi 

3.5 Revaluusi 

3.4 Reklas 

3.2 Penggapusan 

3.3 Mutasi Antar SKPD 

3.1 Hibah 

0,00 3 Mutasi Berkurang 

Edit J r Refresh I 

2.8 Mutasi Nomenklatur 

2.7 Koreksi 

2.6 Revaluasi 

2.5 Reklas 

2.4 Mutasi Antar SK.PD 

2.2 Hibah 

2.3 Beban 

1.3.05 















0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

p. Koreksi Gedung dan Bangunao 

q. Koreksi Persediaan 

r. Koreksi Kas 

m. Pcrscdiaan APBN yang belum 

n. Aset peralatan dan mesin reklas ke persediaan lain-lain 

o. Koreksi Dana Transfer Pemerintah Pusat 

i. Koreksi Utang Bclanja 

j. Reklass Antar Akun 

k. Tagihan Penjualan Angsuran 

I. Penyertaan Modal 

h. Korcksi Tanah 

g. Perubahan Kode Rekening 

f. Pcnghapusan TPTGR 

c. Mutasi Keluar Asct OPD 

d. Mulasi Masuk Asei OPD 

c. II ibah Kcluar 

a. Penyisihan Piutang 

b. Korcksi Pcnyusutan 

Edit I Refresh 

Transaksi yang mempengaruhi perubahan pada Ekuitas 

3.3 Lain - lain 

Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. 

3.2 SeUslh Revaluasi Asel Tetap 

Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode 

3.1 Korekst Nllai Persediaan 

3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar: 

Koreksi yang langsung mcnambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak 
kumulatif yang disebabkau oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahau mendasar, 
seperti: 

0,00 

0,00 

(55.514.974.31 I ,92) 

(13. l 04.579.444,63) 

(2.540.461.033.828,59) 

2 Surplus/ Dcfisit - LO 

2.1 Surplus/defisit kegiatan operasional 

2.2 Surplus/defisit kegiatan Non operasional 

2.3 Pos Luar Biasa 

1 Ekuitas Awai 

3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD. 

3.1.4 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas 

BAB ill PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 



0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

(68.619.553. 756,55) 

s. Extracompatable 

t. Koreksi Peralatan Dan Mesin 

u. Koreksi Jaringan Irigasi Jembatan 

v. Koreksi Aset Tetap Lainya 

w. Koreksi Piutang 

x. Koreksi Aset Lain Lain 

y. Pel impahan Masuk 

z. Pelimpahan Keluar 

4 Ekuitas Akhir 



Lampiran 2

PENJELASAN ATAS PENYAJIAN DATA REALISASI BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 2021

YANG DICATAT SEBAGAI REALISASI PADA NERACA TAHUN 2021

SKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO URAIAN

REALISASI 2021

SELISIH

KETERANGAN

BELANJA
MODAL

NERACA Nilai Penjelasan

1 Tanah 0,00 0,00 0,00

2
Peralatan dan
Mesin

0,00 0,00 0,00

3
Gedung dan
Bangunan

0,00 0,00 0,00

4
Jalan, Irigasi
dan Jaringan

0,00 0,00 0,00

5
Aset Tetap
Lainnya

0,00 0,00 0,00

6 Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00

Jumlah 0,00 0,00 0,00 0,00

Edit Refresh



BAB IV. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BADAN  KESATUAN  BANGSA  DAN  POLITIK  Provinsi  Kalimantan  Barat  Tahun  2021  untuk  Informasi  Non

Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.1 Gambaran Umum

Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Provinsi  Kalimantan  Barat  merupakan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah

Provinsi  Kalimantan  Barat  yang  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Badan  yang  dibantu  oleh  Sekretaris  dan  4

(Empat) Bidang. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari

1.  Kepala Badan memimpin,  2.  Sekretaris  Badan yang membina a.  Kepala Subbag Umum dan Aparatur,  b.

Kepala Subbag Rencana Kerja dan Monev, c. Kepala Subbag Keuangan dan Asset. 3 Kepala Bidang Ideologi

Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa membina: a. Kasubbid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter

Bangsa, b. Kasubbid Bela Negara dan Karakter Bangsa, 4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri membina : a.

Kasubbid  Pendidikan  Politik  dan  Peningkatan  Demokrasi,  b.  Kasubbid  Fasilitasi  Kelembagaan  Pemerintah

Perwakilan  dan  Parpol,  5.  Kepala  Bidang  Ketahanan  Ekonomi  Sosial  Budaya  Agama  dan  Organisasi

Kemasyarakatan membina a. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, b. Kepala Sub

Bidang Organisasi Kemasyarakatan, 6. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membina

a.  Kasubbid Kewaspadaan Nasional,  b.  Kasubbid Penanganan Konflik.  pada setiap Kasubbid dan Kasubbag

terdapat  staf  pelaksana  yang mendukung pelaksanaan tugas  dan fungsi  Badan Kesatuan Bangsa  dan Politik

merupakan  salah  satu  aspek  dari  pembangunan  nasional,  bertujuan  memperkokoh  kesatuan  dan  persatuan

nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan Bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-

nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui

pengembangan sistem politik yang demokrasi dan berkedaulatan rakyat. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan  Perangkat  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Barat  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah

Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Perubahan  kedua  atas  Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2016  tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan

Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5, mengamanatkan

Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Provinsi  Kalimantan  Barat  tetap  Organisasi  Perangkat  Daerah  yang

melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur

Kalimantan Barat Nomor 141 Tahun 2021 mempunyai tugas untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan

tugas di bidang kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sesuai Peraturan Perundang-

undangan. untuk melaksanakan tugas tersebut tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan

Barat  menyelenggarakan  fungsi  a.  Perumusan  Program  Kerja  di  bidang  Kesatuan  bangsa  dan  politik,  b.

Perumusan  Kebijakan  di  bidang  pembinaan  ideologi  Pancasila  dan  wawasan  kebangsaan,  penyelenggaraan

politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan

kerukunan  antar  suku  dan  intra  suku,  umat  beragama,  ras,  dan  golongan  lainnya,  fasilitasi  organisasi

kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi , c.

pelaksanaan  kebijakan  dibidang  pembinaan  ideologi  Pancasila  dan  wawasan  kebangsaan,  penyelenggaraan

politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan

kerukunan  antarsuku  dan  intrasuku,  umat  beragama,  ras,  dan  golongan  lainnya,  fasilitasi  organisasi

kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi, d.

pengkoordinasian  dan  pembinaan  teknis  dibidang  pembinaan  ideologi  Pancasila  dan  wawasan  kebangsaan  ,

penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan

budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi

organiasi  kemasyarakatan,serta  pelaksanaan kewaspadaan nasional  dan penanganan konflik sosial  di  wilayah

Provinsi Kalimantan Barat, e. Penyelenggaran kegiatan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan

kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi,

sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya,

fasilitasi organisasi kemasyarakatan , serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di

wilayah  provinsi  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  f.  pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan  di







Lampiran 1

ANALISIS

PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2021

SKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

a. ANALISIS VERTIKAL

1) Analisis vertikal dalam LRA

Uraian Persamaan

Surplus/Defisit LRA tahun berjalan harus sama dengan
total pendapatan dikurangi total belanja

Surplus/Defisit = Total Pendapatan - Total Belanja

RUMUS

SURPLUS/DEFISIT LRA THN BERJALAN : 0,00

TOTAL PENDAPATAN : 0,00

TOTAL BELANJA DAN TRANSFER : 0,00

Selisih : 0,00

Edit Penjelasan Refresh

2) Analisis vertikal dalam Neraca

Uraian Persamaan

Aset harus sama dengan total kewajiban ditambah
dengan total ekuitas

Aset = Kewajiban + Ekuitas

RUMUS

ASET : 7.102.940.166,45

KEWAJIBAN : 8.719.316,00

EKUITAS : 7.094.220.850,45

Selisih : 0,00

Edit Penjelasan Refresh

Kas di Bendahara Pengeluaran harus sama dengan sisa
Uang Persediaan yang belum disetor ke kasda ditambah
dengan Utang PFK di Bendahara Pengeluaran yang
belum disetor ke kas negara.

Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa Uang
Persediaan yang Belum Disetor + Utang PFK di
Bendahara Pengeluaran

RUMUS

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN : 0,00

SISA UANG PERSEDIAAN BELUM SETOR : 0,00

UTANG PFK DI BENDAHARA PENGELUARAN : 0,00

Selisih : 0,00

Edit Penjelasan Refresh

3) Analisis vertikal dalam Laporan Operasional(LO)

Uraian Persamaan

Surplus/Defisit LO harus sama dengan total
Pendapatan(LO) dikurangi total Beban(LO) ditambah
(dikurangi) total Surplus (Defisit) Kegaitan Non
Operasional(LO) ditambah (dikurangi) Pos Luar
Biasa(LO)

Surplus/Defisit LO= Total Pendapatan(LO) - Total
Beban(LO)+/- Total Surplus/Defisit Kegiatan Non
Operasional(LO) +/- Pos Luas Biasa(LO)

RUMUS

SURPLUS(DEFISIT) LO : (13.104.579.444,63)



TOTAL PENDAPATAN(LO) : 0,00

TOTAL BEBAN(LO) : (13.104.579.444,63)

TOTAL SURPLUS(DEFISIT)KEGIATAN NON
OPERASIONAL

: 0,00

TOTAL POS LUAR BIASA : 0,00

Selisih : 0,00

Edit Penjelasan Refresh

4) Analisis vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian Persamaan

Ekuitas akhir harus sama dengan ekuitas awal
ditambah(dikurangi) surplus/defisit LO
ditambah(dikurangi) koreksi berdampak ke ekuitas

Ekuitas akhir = ekuitas awal(+/-) surplus/defisit
LO(+/-) koreksi berdampak ke ekuitas

RUMUS

Ekuitas Akhir : (68.619.553.756,55)

Ekuitas Awal : (55.514.974.311,92)

Surplus/defisit LO : (13.104.579.444,63)

Koreksi : 0,00

Selisih : (0,00)

Edit Penjelasan Refresh

b. ANALISIS HORIZONTAL

1) Analisis horizontal antara LRA dan Neraca

Realisasi  belanja  modal  harus  sama  dengan
penambahan aset tetap (dan aset lainnya), jika selisih
harus dijelaskan di CALK

Teliti  apakah  pengungkapan  selisih  dalam  CaLK
sudah  cukup  memadai.  Mungkin  ada  penerimaan
hibah  berupa  aset  dan  kapitalisasi  biaya.  Atau  ada
kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata
menghasilkan  aset  atau  aset  daerah  yang  baru
ditemukan

RUMUS

REALISASI BELANJA MODAL TANAH : 0,00

PENAMBAHAN(PENURUNAN) : 0,00

- ASET TANAH 2021 : 0,00

- ASET TANAH 2020 : 0,00

Selisih : 0,00

Edit Penjelasan Refresh

Realisasi  belanja  modal  harus  sama  dengan
penambahan aset tetap (dan aset lainnya), jika selisih
harus dijelaskan di CALK

Teliti  apakah  pengungkapan  selisih  dalam  CaLK
sudah  cukup  memadai.  Mungkin  ada  penerimaan
hibah  berupa  aset  dan  kapitalisasi  biaya.  Atau  ada
kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata
menghasilkan  aset  atau  aset  daerah  yang  baru
ditemukan

RUMUS

REALISASI BELANJA MODAL PERALATAN DAN
MESIN

: 0,00

PENAMBAHAN(PENURUNAN) : -353.584.250,00

- ASET PERALATAN DAN MESIN 2021 : 3.491.099.677,00

- ASET PERALATAN DAN MESIN 2020 : 3.844.683.927,00

Selisih : 353.584.250,00



Mutasi Keluar kepada Badan Keuangan dan Aset Daeraha Prov. Kalbar, Aset berupa Kendaraan bermotor Roda
4 sebanyak 2 unit sebesar Rp. 353.584.250,- sesuai BAST Nomor 024/227/BKBP-A.3/2021 Tanggal 15 Februari
2021

Edit Penjelasan Refresh

Realisasi  belanja  modal  harus  sama  dengan
penambahan aset tetap (dan aset lainnya), jika selisih
harus dijelaskan di CALK

Teliti  apakah  pengungkapan  selisih  dalam  CaLK
sudah  cukup  memadai.  Mungkin  ada  penerimaan
hibah  berupa  aset  dan  kapitalisasi  biaya.  Atau  ada
kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata
menghasilkan  aset  atau  aset  daerah  yang  baru
ditemukan

RUMUS

REALISASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN
BANGUNAN

: 0,00

PENAMBAHAN(PENURUNAN) : 0,00

- ASET GEDUNG DAN BANGUNAN 2021 : 8.474.026.255,00

- ASET GEDUNG DAN BANGUNAN 2020 : 8.474.026.255,00

Selisih : 0,00

Edit Penjelasan Refresh

Realisasi  belanja  modal  harus  sama  dengan
penambahan aset tetap (dan aset lainnya), jika selisih
harus dijelaskan di CALK

Teliti  apakah  pengungkapan  selisih  dalam  CaLK
sudah  cukup  memadai.  Mungkin  ada  penerimaan
hibah  berupa  aset  dan  kapitalisasi  biaya.  Atau  ada
kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata
menghasilkan  aset  atau  aset  daerah  yang  baru
ditemukan

RUMUS

REALISASI BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI
DAN JARINGAN

: 0,00

PENAMBAHAN(PENURUNAN) : 0,00

- ASET JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 2021 : 177.692.000,00

- ASET JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 2020 : 177.692.000,00

Selisih : 0,00

Edit Penjelasan Refresh

Realisasi  belanja  modal  harus  sama  dengan
penambahan aset tetap (dan aset lainnya), jika selisih
harus dijelaskan di CALK

Teliti  apakah  pengungkapan  selisih  dalam  CaLK
sudah  cukup  memadai.  Mungkin  ada  penerimaan
hibah  berupa  aset  dan  kapitalisasi  biaya.  Atau  ada
kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata
menghasilkan  aset  atau  aset  daerah  yang  baru
ditemukan

RUMUS

REALISASI BELANJA MODAL ASET TETAP
LAINNYA

: 0,00

PENAMBAHAN(PENURUNAN) : 0,00

- ASET TETAP LAINNYA 2021 : 0,00

- ASET TETAP LAINNYA 2020 : 0,00

Selisih : 0,00

Edit Penjelasan Refresh

Realisasi  belanja  modal  harus  sama  dengan
penambahan aset tetap (dan aset lainnya), jika selisih
harus dijelaskan di CALK

Teliti  apakah  pengungkapan  selisih  dalam  CaLK
sudah  cukup  memadai.  Mungkin  ada  penerimaan
hibah  berupa  aset  dan  kapitalisasi  biaya.  Atau  ada
kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata
menghasilkan  aset  atau  aset  daerah  yang  baru
ditemukan



RUMUS

REALISASI BELANJA MODAL ASET LAINNYA : 0,00

PENAMBAHAN(PENURUNAN) : 0,00

- ASET LAINNYA 2021 : 157.927.704,00

- ASET LAINNYA 2020 : 157.927.704,00

Selisih : 0,00

Edit Penjelasan Refresh

2) Analisis horizontal antara LO,Laporan Perubahan Equitas dan Neraca

Ekuitas  Awal  pada Laporan Perubahan Ekuitas  harus
sama  dengan  Ekuitas  Akhir  pada  Neraca  Tahun
Sebelumnya

Ekuitas  Awal  pada  Laporan  Perubahan  Ekuitas  =
Ekuitas Akhir pada Neraca Tahun Sebelumnya

RUMUS

EKUITAS AWAL(LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS)

: (55.514.974.311,92)

EKUITAS AKHIR TAHUN SEBELUMNYA
(NERACA)

: (55.514.974.311,92)

Selisih : 0,00

Edit Penjelasan Refresh

Surplus/Defisit pada Laporan Operasional harus sama
dengan  Surplus/Defisit  pada  Laporan  Perubahan
Ekuitas

Surplus/Defisit  pada  Laporan  Operasional  =
Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas

RUMUS

SURPLUS/DEFISIT (LAPORAN OPERASIONAL) : (13.104.579.444,63)

SURPLUS/DEFISIT (LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS)

: (13.104.579.444,63)

Selisih : 0,00

Edit Penjelasan Refresh

Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas harus
sama dengan Ekuitas pada Neraca

Ekuitas  Akhir  pada  Laporan  Perubahan  Ekuitas  =
Ekuitas pada Neraca

RUMUS

EKUITAS AKHIR(LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS)

: (68.619.553.756,55)

EKUITAS (NERACA) : (68.619.553.756,55)

Selisih : 0,00

Edit Penjelasan Refresh

3) Analisis horizontal antara LO,LRA dan Neraca

Pendapatan Pajak (LO) harus sama dengan Pendapatan
Pajak  (LRA)  dikurangi  Piutang  Pajak  Awal  Tahun
ditambah Piutang Pajak Akhir Tahun

Pendapatan Pajak (LO) = Pendapatan Pajak (LRA) -
Piutang  Pajak  Awal  Tahun  +  Piutang  Pajak  Akhir
Tahun

RUMUS

PENDAPATAN PAJAK (LO) : 0,00

PENDAPATAN PAJAK (LRA) : 0,00

PIUTANG PAJAK AKHIR TAHUN (NERACA) : 0,00

PIUTANG PAJAK AWAL TAHUN (NERACA) : 0,00



Selisih : 0,00

Edit Penjelasan Refresh

Pendapatan  Retribusi  (LO)  harus  sama  dengan
Pendapatan  Retribusi  (LRA)  dikurangi  Piutang
Retribusi  Awal  Tahun  ditambah  Piutang  Retribusi
Akhir Tahun

Pendapatan  Retribusi  (LO)  =  Pendapatan  Retribusi
(LRA)  -  Piutang  Retribusi  Awal  Tahun  +  Piutang
Retribusi Akhir Tahun

RUMUS

PENDAPATAN RETRIBUSI (LO) : 0,00

PENDAPATAN RETRIBUSI (LRA) : 0,00

PIUTANG RETRIBUSI AKHIR TAHUN (NERACA) : 0,00

PIUTANG RETRIBUSI AWAL TAHUN (NERACA) : 0,00

Selisih : 0,00

Edit Penjelasan Refresh

Beban  Persediaan  (LO)  harus  sama  dengan  Belanja
Barang  dan  Jasa  Persediaan  (LRA)  ditambah
Persediaan  Awal  Tahun  dikurangi  Persdiaan  Akhir
Tahun

Beban  Persediaan(LO)=Belanja  Barang  dan  Jasa
Persediaan  (LRA)+Persediaan  Awal  Tahun-
Persediaan  Akhir  Tahun.Perhatikan  cara  penilaian
persediaan: FIFO atau weighted average

RUMUS

BEBAN PERSEDIAAN (LO) : 1.700.944.623,00

BELANJA BARANG DAN JASA - PERSEDIAAN
(LRA)

: 1.702.307.123,00

PERSEDIAAN AWAL TAHUN : 2.177.000,00

PERSEDIAAN AKHIR TAHUN : (3.539.500,00)

Selisih : 0,00

Edit Penjelasan Refresh

Beban Penyusutan (LO) harus sama dengan Akumulasi
Penyusutan  Akhir  Tahun  dikurangi  Akumulasi
Penyusutan  Akhir  Tahun  dikurangi  Akumulasi
Penyusutan Awal Tahun

Beban  Penyusutan(LO)  =  Akumulasi  Penyusutan
Akhir Tahun - Akumulasi Penyusutan Awal Tahun

RUMUS

BEBAN PENYUSUTAN (LO) : 215.914.683,00

AKUMULASI PENYUSUTAN AKHIR TAHUN : 5.204.608.866,00

AKUMULASI PENYUSUTAN AWAL TAHUN : 5.342.278.433,00

AKUMULASI AMORTISASI AKHIR TAHUN : 0,00

AKUMULASI AMORTISASI AWAL TAHUN : 0,00

Selisih : 353.584.250,00

Penurunan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin karena Mutasi keluar Aset kepada Badan Keuangan dan
Aset Daerah berupa 2 unit kendaraan bermotor roda 4 senilai Rp. 353.584.250,- sesuai BAST 024/227/BKBP-
A.3/2021

Edit Penjelasan Refresh







PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NERACA

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO URAIAN 2021 2020

1 ASET 7.102.940.166,45 7.317.512.296,08

2         ASET LANCAR 6.803.396,45 5.460.843,08

3                Kas dan Setara Kas 0,00 0,00

4                      Kas di Kas Daerah 0,00 0,00

5                      Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00

6                      Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00

7                      Kas di BLUD 0,00 0,00

8                      Kas Dana BOS 0,00 0,00

9                      Kas Dana Kapitasi pada FKTP 0,00 0,00

10                      Kas Lainnya 0,00 0,00

11                      Setara Kas 0,00 0,00

12                Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00

13                Piutang Pendapatan 0,00 0,00

14                      Piutang Pajak Daerah 0,00 0,00

15                      Piutang Retribusi Daerah 0,00 0,00

16                      Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

0,00 0,00

17                      Piutang Lain-lain PAD yang Sah 0,00 0,00

18                      Piutang Transfer Pemerintah Pusat 0,00 0,00

19                      Piutang Transfer Antar Daerah 0,00 0,00

20                Piutang Lainnya 0,00 0,00

21                Penyisihan Piutang 0,00 0,00

22                Beban Jasa Dibayar Dimuka 3.263.896,45 3.283.843,08

23                Persediaan 3.539.500,00 2.177.000,00

24         INVESTASI JANGKA PANJANG 0,00 0,00

25                Investasi Non Permanen 0,00 0,00

26                      Investasi kepada BUMN 0,00 0,00

27                      Investasi pada BUMD 0,00 0,00

28                      Investasi dalam Obligasi 0,00 0,00

29                      Investasi dalam Proyek Pembangunan 0,00 0,00

30                      Dana Bergulir 0,00 0,00

31                Investasi Permanen 0,00 0,00

32                      Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 0,00 0,00

33                      Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00

34

35

36         ASET TETAP 6.938.209.066,00 7.154.123.749,00

37                      Tanah 0,00 0,00

38                      Peralatan dan Mesin 3.491.099.677,00 3.844.683.927,00

39                      Gedung dan Bangunan 8.474.026.255,00 8.474.026.255,00

40                      Jalan, Irigasi , dan jaringan 177.692.000,00 177.692.000,00

41                      Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00



NO URAIAN 2021 2020

42                      Kontruksi dalam Pengerjaan 0,00 0,00

43                      Akumulasi Penyusutan (5.204.608.866,00) (5.342.278.433,00)

44 0,00 0,00

45         DANA CADANGAN 0,00 0,00

46                      Dana Cadangan 0,00 0,00

47 0,00 0,00

48         ASET LAINNYA 0,00 0,00

49                Tagihan Jangka Panjang 0,00 0,00

50                      Tagihan Penjualan Angsuran 0,00 0,00

51                      Tuntutan Ganti Rugi 0,00 0,00

52                Kemitraan Pihak Ketiga 0,00 0,00

53                Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00

54                Aset Lain-lain 157.927.704,00 157.927.704,00

55                Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00

56                Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 0,00 0,00

57

58 KEWAJIBAN DAN EKUITAS 7.102.940.166,45 7.317.512.296,08

59 KEWAJIBAN 8.719.316,00 7.616.654,00

60         KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 8.719.316,00 7.616.654,00

61                      Utang Perhitungan Pihak Ketiga 0,00 0,00

62                      Utang Bunga 0,00 0,00

63                      Utang Pinjaman jangka Pendek 0,00 0,00

64                      Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0,00 0,00

65                      Pendapatan Diterima Dimuka 0,00 0,00

66                      Utang Belanja 8.719.316,00 7.616.654,00

67                      Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00

68         KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0,00 0,00

69                      Utang kepada Pemerintah Pusat 0,00 0,00

70                      Utang kepada Lembaga Keuangan Bank 0,00 0,00

71                      Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 0,00 0,00

72                      Utang kepada Masyarakat (Obligasi) 0,00 0,00

73                      Premium( Diskonto) Obligasi 0,00 0,00

74 EKUITAS 7.094.220.850,45 7.309.895.642,08



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINCIAN NERACA BEBAN DIBAYAR DIMUKA

PER 31 DESEMBER 2021

OPD : 8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening Uraian
Tahun

Perolehan
Jenis Aset

Nama
Perusahaan

Nomor
Perjanjian

Realisasi
Perjanjian

Tanggal Jatuh
Tempo

Waktu
Perjanjian

Sisa Hari
Perjanjian

Saldo
Awal

Mutasi Pengadaan
Tahun 2021

Saldo
Akhir

Koreksi
BPK

Audited Keterangan
Awal Akhir Berkurang Bertambah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1111
BEBAN
DIBAYAR
DIMUKA

111101
BEBAN
DIBAYAR
DIMUKA

111101010001
Beban Dibayar
Dimuka

2020
Gedung dan
Bangunan

BUMIDA
BUMIPUTERA

1037012120120010 3.499.570,00 09-12-2020 09-12-2021 12:00 0,0 3.283.843,083.283.843,08 0,00 0,00

Beban
Asuransi
dibayar
dimuka
Tahun

2020 yang
sudah jatuh

tempo
pada

Desember
2021

111101010001
Beban Dibayar
Dimuka

2021
BUMIDA

BUMIPUTERA
1037012121120046 3.478.313,00 09-12-2021 09-12-2022 12:00 342,5 3.263.896,453.263.896,45 3.263.896,45

Asuransi
Bangunan

dan
Gedung
TA 2021

TOTAL
BEBAN
DIBAYAR
DIMUKA

3.283.843,083.283.843,08 3.263.896,453.263.896,45 3.263.896,45

TOTAL
BEBAN
DIBAYAR
DIMUKA

3.283.843,083.283.843,08 3.263.896,453.263.896,45 3.263.896,45



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINCIAN NERACA PERSEDIAAN

PER 31 DESEMBER 2021

OPD : 8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening Uraian
Tahun

Perolehan
Merk/Type Jumlah Satuan

Harga
Satuan

Saldo
Awal

Mutasi Pengadaan
Tahun 2021

Saldo
Akhir

Koreksi
BPK

Audited
Kondisi

Keterangan
Berkurang Bertambah B RRRB X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1112 PERSEDIAAN

111201
BARANG PAKAI
HABIS

11120103
Alat/Bahan Untuk
Kegiatan Kantor

111201030001 Alat Tulis Kantor

111201030001001 Alat Tulis 2021 Balliner 5 Kotak 65.000,00 325.000,00 325.000,00 325.000,00 5
Pengadaan
Th 2021

111201030001001 Alat Tulis 2021 Tuckto as 9 8 Kotak 35.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 8

Ballpoint
Tuckto

Pengadaan
Th 2021

111201030001006 Ordner Dan Map 2020 Biola 5 Bungkus 60.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 5

Barang
Pakai

Habis Th
2021

111201030001006 Ordner Dan Map 2020 Forte 6 Buah 20.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 6

Barang
Pakai

Habis Th
2021

111201030001006 Ordner Dan Map 2021 Biola 7 Bungkus 60.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 7

Map Folio
Biola

Pengadaan
Th 2021

111201030001006 Ordner Dan Map 2021 Forte 9 Buah 20.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 9

Odner
Forte

Pengadaan
Th 2021

111201030001016 Alat Tulis 2020 Tuckto 1 Kotak 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 1

Barang
Pakai

Habis Th
2021

111201030001016 Alat Tulis 2020 Balliner 2 Kotak 65.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 2

Barang
Pakai

Habis th
2021

111201030001016
Alat Tulis Kantor
Lainnya

2020 Esco 2 Buah 17.500,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 2

Barang
Pakai

Habis Th
2021

111201030001016
Alat Tulis Kantor
Lainnya

2021 Esco 3 Buah 17.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 3

Gunting
Esco

Pengadaan
Th 2021



Kode Rekening Uraian
Tahun

Perolehan
Merk/Type Jumlah Satuan

Harga
Satuan

Saldo
Awal

Mutasi Pengadaan
Tahun 2021

Saldo
Akhir

Koreksi
BPK

Audited
Kondisi

Keterangan
Berkurang Bertambah B RRRB X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
111201030002 Kertas dan Cover

111201030002001 Kertas Hvs 2020 Sinar Dunia 13 Reem 45.000,00 585.000,00 585.000,00 0,00 0,00 13

Barang
Pakai

Habis Th
2021

111201030002001 Kertas Hvs 2021 Sinar Dunia 20 Reem 45.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 20
Pengadaan
Th 2021

111201030006 Bahan Komputer

111201030006004 Tinta/Toner Printer 2020 Epson 6 Botol 100.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 6

Barang
Pakai

Habis Th
2021

111201030006004 Tinta/Toner Printer 2021 Epson 9 Botol 100.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 9

Bahan
Komputer
Pengadaan
Th 2021

111201030007 Perabot Kantor

111201030007012 Pengharum Ruangan 2020 Stella 6 Kaleng 28.000,00 168.000,00 168.000,00 0,00 0,00 6

Barang
Pakai

Habis Th
2021

111201030007012 Pengharum Ruangan 2021 Stella 7 Kaleng 28.000,00 196.000,00 196.000,00 196.000,00 7

Pengharum
Stela Matic
Pengadaan
Th 2021

111201030007015
Perabot Kantor
Lainnya

2020 Tessa 8 Kotak 18.000,00 144.000,00 144.000,00 0,00 0,00 8

Barang
Pakai

Habis Th
2021

111201030007015
Perabot Kantor
Lainnya

2021 Tessa 12 Kotak 18.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 12

Tissue
Kotak
Tessa

pengadaan
Th 2021

111201030008 Alat Listrik

111201030008010 Batu Baterai 2020 Alkaline 6 Buah 10.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 6

Barang
Pakai

Habis Th
2021

111201030008010 Batu Baterai 2021 ABC 7 Buah 10.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 7

Batray
Alkaline

Pengadaan
Th 2021

TOTAL BARANG
PAKAI HABIS

2.177.000,00 2.177.000,00 3.539.500,00 3.539.500,00 3.539.500,00

TOTAL
PERSEDIAAN

2.177.000,00 2.177.000,00 3.539.500,00 3.539.500,00 3.539.500,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINCIAN NERACA UTANG BELANJA

PER 31 DESEMBER 2021

OPD : 8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening Uraian
Tahun

Perolehan
Saldo
Awal

Mutasi Pengadaan
Tahun 2021

Saldo
Akhir

Koreksi BPK Audited Keterangan
Berkurang Bertambah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2106 UTANG BELANJA

210602
UTANG BELANJA
BARANG DAN JASA

210602020042
Utang Belanja Jasa Kantor-
Jasa Pelaksanaan Transaksi
Keuangan

2020 251.735,00 251.735,00
Pulsa CMS sudah dibayar

bulan Februari

210602020059
Utang Belanja Jasa Kantor-
Tagihan Telepon

2020 74.646,00 74.646,00
Utang Tagihan Telepon
sudah dibayar bulan Feb

2021

210602020059
Utang Belanja Jasa Kantor-
Tagihan Telepon

2021 73.554,00 73.554,00 73.554,00
Tagihan Telepon bulan

Desember yang dibayar di
Januari 2022

210602020060
Utang Belanja Jasa Kantor-
Tagihan Air

2020 283.600,00 283.600,00
Hutang Tagihan Air

PDAM sudah dibayar
Bulan Februari 2021

210602020060
Utang Belanja Jasa Kantor-
Tagihan Air

2021 381.200,00 381.200,00 381.200,00

Utang Tagihan Air bulan
Desember 2021 yang
masuk tagihan Januari

2022

210602020061
Utang Belanja Jasa Kantor-
Tagihan Listrik

2020 6.327.673,00 6.327.673,00
Hutang Listrik sudah

dibayar bulan Februari
2021

210602020061
Utang Belanja Jasa Kantor-
Tagihan Listrik

2021 7.586.562,00 7.586.562,00 7.586.562,00
Hutang Listrik Bulan
Desember 2021 yang

dibayar di Januari 2021

210602020063
Utang Belanja Jasa Kantor-
Kawat/Faksimili
/Internet/TV Berlangganan

2020 679.000,00 679.000,00
Hutang Internet sudah

dibayar bulan Feb 2021

210602020063
Utang Belanja Jasa Kantor-
Kawat/Faksimili
/Internet/TV Berlangganan

2021 678.000,00 678.000,00 678.000,00

Hutang Internet Bulan
Desember 2021 yang
masuk tagihan Januari

2021
TOTAL UTANG
BELANJA BARANG
DAN JASA

7.616.654,00 7.616.654,00 8.719.316,00 8.719.316,00 8.719.316,00

TOTAL UTANG
BELANJA

7.616.654,00 7.616.654,00 8.719.316,00 8.719.316,00 8.719.316,00








































